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ABSTRAK 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai panjang garis pantai 99.093 km dengan luas 
pantai mencapai 6.315.222 km
2
 (terdiri dari wilayah laut teritorial dan zona laut eksklusif (ZEE). Potensi 
ekonomi laut yang besar perlu dikelola sehingga seluruh aktivitas berjalan selaras dengan visi pemerintah 
Indonesia. Tujuan studi adalah untuk mengkaji pemanfaatan propulsi nuklir untuk kapal laut di Indonesia, 
baik dari segi lingkungan, teknologi, kondisi geografis dan regulasinya.  Metode dilakukan dengan kajian 
tentang perkembangan teknologi propulsi nuklir untuk kapal laut, kondisi geografis laut, lingkungan dan 
sistem regulasinya. Kapal laut berpropulsi nuklir layak untuk pelayaran jarak jauh dan waktu lama (lebih 
dari 5 tahun tanpa mengisi bahan bakar) tergantung tingkat pengayaannya, serta dapat mengurangi efek 
rumah kaca, tetapi jalur pelayaran antar negara masih sangat terbatas karena sangat tergantung pada 
izin/kesepakatan antar negara yang akan dilalui kapal berpropulsi nuklir ini. Sedangkan menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perijinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan 
Nuklir belum mengatur operasional kapal berpropulsi nuklir beroperasi di Indonesia. Kondisi geografis 
laut Indonesia yang sangat luas membutuhkan kapal laut dengan jarak jelajah besar sehingga kapal 
berpropulsi nuklir  layak dipertimbangkan sebagai salah satu solusi alternatif. 
Kata kunci: propulsi nuklir, kapal laut, regulasi 
 
PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang 
mempunyai panjang garis pantai 99.093 km dengan 
luas pantai mencapai 6.315.222 km
2 
(BIG, 2016; Media 
Indonesia, 2016). Menurut Konvensi Kelautan 
Perserikantan Bangsa-bangsa (United Nation 
Convention of The Sea, UNCLOS) pada tahun 1982, 
luas laut suatu negara terdiri dari wilayah laut territorial 
dan zona laut eksklusif, berjarak sejauh 200 mil laut 
dari bibir pantai. Wilayah laut ini mempunyai potensi 
ekonomi sangat besar untuk memakmurkan masyarakat 
Indonesia, khususnya masyarakat yang bermukim di 
sekitar pesisir pantai. Potensi ini belum tergali secara 
maksimal, khususnya hasil laut. Potensi lain yang 
belum tergarap secara maksimal adalah potensi sebagai 
jalur distribusi barang, hasil pertanian, hasil tambang 
dan lain-lain yang dihasilkan oleh ribuan pulau yang 
tersebar di Nusantara. Jalur laut menjadi salah satu 
faktor pendukung utama pertumbuhan ekonomi di 
seluruh wilayah Indonesia. Tol laut yang dicanangkan 
oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu 
mendapat dukungan semua pemangku kepentingan, 
termasuk Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). 
Menurut beberapa hasil penelitian, kapal laut di 
seluruh dunia menghasilkan kira-kira 1 juta ton emisi 
gas rumah kaca yang terdiri dari CO2, CH4 and N2O 
(Schøyen H. et al., 2017). Menurut Gravina, 2012,  
kapal laut  bertanggung jawab terhadap emisi 2,7% 
CO2, 4-9% SOx dan 15% NOx (Freire L.O. et al., 2014 
dan 2015), sedangkan menurut OECD/ITF SO2 kira-
kira 5 hingga 10% dari emisi SO2 global. Pada 
konvensi internasional tentang pencegahan polusi kapal 
laut, yang dikenal sebagai MARPOL 73/78 
mengamanatkan pengurangan emisi gas rumah kaca 
dari kapal laut (Garcia R.F. et.al, OECD/ITF). Saat ini, 
transportasi laut di Indonesia didominasi kapal 
berbahan bakar minyak dengan tingkat polusi yang  
cukup tinggi. 
Ada 700 kapal laut berteknologi propulsi nuklir 
yang telah dan sedang beroperasi di seluruh dunia 
untuk kebutuhan militer (Royal Academy Engineering, 
2013), dan kapal selam pertama berpropulsi nuklir 
adalah Nautilus dengan daya reaktor 10 MW, dan 
kecepatan hingga 20 knot (23 mil per jam). Kapal 
selam ini beroperasi selama 25 tahun dan telah 
menjelah lautan sejauh 513.000 mil. Menurut 
Gravina,2012, hingga saat ini ada 200 kapal 
berpropulsi nuklir yang  masih beroperasi (Freire L.O. 
et al., 2014). Studi ini bertujuan untuk mengkaji 
kemungkinan implementasi pemanfaatan reaktor nuklir 
sebagai propulsi kapal laut di Indonesia. 
TEORI 
Propulsi nuklir untuk kapal patroli, kapal 
penumpang, dan kapal barang dapat meningkatkan 
kedaulatan bangsa dan meningkatkan pendapatan 
masyarakat, khususnya nelayan Indonesia. Kapal 
berpropulsi nuklir mempunyai kemampuan jelajah 
yang sangat tinggi karena mampu berlayar berbulan-
bulan bahkan tahunan tanpa mengisi bahan bakar.  
Kapal berpropulsi nuklir pertama kali digunakan 
pada era perang dingin. Kapal ini diciptakan karena 
mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan 
Angkatan Laut, yaitu kemampuan jelajah tinggi dan 
bunyi suara propulsi yang hampir tidak terdengar. 
Kapal berpropulsi nuklir pertama kali 
diimplementasikan oleh Amerika Serikat pada kapal 
selam Nautilus tahun 1955 dengan mengunakan 1 unit 
reaktor, dan diikuti kapal induk USS Enterprise  
dengan menggunakan 8 unit reaktor nuklir pada tahun 
1960.  Kapal sipil berpropulsi nuklir yang pertama kali 
dioperasikan secara internasional adalah kapal 
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penumpang dan kargo NS Savannah Amerika Serikat 
(Donnelly W.H., 1965), Khlopkin N.S. et al., 1997, 
Ando Y., 1969, Hirdaris S.E. et al., 2014). Beberapa 
Negara besar lainnya juga mengimplementasikan kapal 
laut berpropulasi nuklir baik untuk keperluan militer 
dan/atau keperluan sipil,  seperti  Rusia 
mengoperasikan kapal kargo NS. Sevmorput & kapal 
pemecah es Taimyr (Khlopkin N.S. et al., 1997, 
Mitenkov F.M, 1997, Hirdaris S.E. et al. 2014), Jepang  
mengoperasikan kapal riset NS. Mutsu Aomori 
(Khlopkin N.S. et al., 1997, Kusunoki T., et al., 2000), 
Jerman dengan kapal kargo NS. Otto Hann (Kusunoki 
T, et al., 2000, Khlopkin N.S. et al., 1997, L.O. Freire  
et al. 2015, S.E. Hirdaris et al.). Kapal berpropulsi 
nuklir yang paling banyak digunakan adalah untuk 
keperluan militer, sedangkan untuk keperluan sipil 
sangat terbatas, seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 
Tabel 1. Negara yang pernah dan sedang 









Amerika 75 11 1 
Rusia 248 5 9 
Perancis 10 1 - 
Inggeris <20 - - 
Jepang - - 1 
Jerman - - 1 
Cina 12 - - 
India 1 - - 
Prinsip kerja kapal berbahan bakar nuklir hampir 
sama dengan kapal berbahan bakar minyak. Perbedaan 
utama hanya terjadi di system primernya saja 
sedangkan sistem sekundernya sama, dimana mesin 
diesel diganti dengan reaktor nuklir. Bahan bakar 
nuklir yang umum digunakan adalah U-235 dengan 
tingkat pengayaan 3,5%. Gambar 1 menunjukkan salah 
satu skema kompartemen kapal berpropulsi nuklir. dan 
Gambar 2 adalah NS. Sevmorput. 
 
Gambar 1.  Skema kompartemen kapal berpropulsi 
nuklir (Jhi Yong Loke , WNA, 2017). 
 
 
Gambar 2. Kapal kargo NS. Sevmorput (Jhi Yong 
Loke) 
Kapal kargo NS. Sevmorput merupakan kapal 
kargo yang  mampu beroperasi di lautan bersalju yang 
dioperasikan oleh Rusia. Kapal ini diracang khusus 
untuk melayani wilayah lautan Rusia yang diselimuti 
salju ,seperti ditunjukkan Gambar 2. Kapal ini  telah 
beroperasi selama 29 tahun dengan kecepatan 20,8 
knots. Sedangkan kapal induk Enterprise telah 
beroperasi selama 51 tahun dan mengarungi lautan 
sejauh 48.624 km dengan kecepatan 22 knots, serta 
didekomisioning tahun 2012, seperti ditunjukkan 
Gambar 3 (Donnelly W. H.,1965). Kapal ini 
merupakan kapal induk pengangkut pesawat tempur.  
 
Gambar 3. Kapal induk USS Enterprice(Donnelly 
W.H. ,1965, S.E. Hirdaris et al.,2015) 
Dengan daya mesin dan bobot kapal yang setara, 
kapal kontainer berpropulsi nuklir dapat mencapai 
kecepatan 35 knot, sedangkan kapal berbahan bakar 
minyak hanya dapat mencapai kecepatan 22 knot. 
Demikian halnya untuk kapal tanker berpropulsi nuklir 
dapat mencapai kecepatan  21 knot, sedangkan kapal 
tanker berbahan bakar minyak hanya mencapai 
kecepatan 15 knot.  
 
Tabel 2. Jenis teknologi reaktor untuk propulsi nuklir 
No. Teknologi 
1 PWR (Garcia R.F. et al., 2012, Carlton et al., 
2011, Sasaki S., 1969&2012), Freire L.O. et al., 
2014, dan 2015), Schøyen H., et al., 2017, 
Kusunoki T, et al., 2000, Ando,1969)  
2 HTR (Garcia R.F, 2012, Charles) 
3 MSR (Garcia R.F.  et al., 2012) 
METODE PENELITIAN 
Mendefinisikan ruang lingkup kajian, pertama: 
membatasi bidang kajian pada aspek operasional kapal 
laut berpropulsi nukir masa kini dan masa akan datang; 
kedua menentukan beberapa faktor yang 
mempengaruhinya (kajian dan diskusi acuan), seleksi 
acuan, ekstraksi (penilaian kualitas baik secara kualitas 
maupun perbandingan), dan eksekusi permasalahan 
(baik secara kualitatif maupun perbandingan, dan 
penulisan kajian) tentang propulsi nuklir untuk kapal 
laut.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), 
Susi Pujiastuti, potensi kerugian negara akibat 
pencurian ikan mencapai Rp. 300 trilliun per tahun 
(Estu S., 2015). Sumber daya perikanan laut yang 
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melimpah tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal 
oleh masyarakat Indonesia yang disebabkan berbagai 
faktor, seperti kurangnya perhatian dari para pemangku 
kepentingan dengan berbagai alasan klasik. Untuk 
mengamankan teritorial laut yang sangat luas ini 
dibutuhkan infrastruktur yang sangat besar pula, seperti 
sumber daya manusia yang mumpuni, jumlah kapal 
patroli yang banyak dan daya jelajah yang cukup 
mumpuni, serta  sistem logistik yang bagus. Faktor-
faktor ini sangat mempengaruhi berhasil tidaknya 
sistem keamanan laut Nusantara.  
IMO mempunyai resolusi untuk mengurangi 
pengaruh efek rumah kaca dalam dunia pelayaran 
sebesar 20-30% sampai tahun 2030. Oleh karena itu, 
IMO melakukan berbagai studi untuk mencapai 
resolusi ini, salah satunya adalah 
mengimplementasikan nuklir sebagai bahan bakar 
penggerak kapal. Menurut Vergara, et al., 2012,  
komsusmsi bahan bakar minyak untuk kapal akan 
mencapai hampir 2.000 EJ pada tahun 2020 dan akan 
mengakibatkan kenaikan emisi CO2 menjadi 37 Gton 
atau naik 12 Gton dari tahun 2008. 
 
 
Gambar 4. Komsumsi dan emisi dari bahan bakar 
minyak pada kapal laut (Vergara, et al., 
2012) 
Kontribusi pengurangan emisi global sekitar 44 
giga ton CO2 atau 3% dari emisi global  pada tahun 
2050 berasal dari kapal laut  agar dapat menurunkan 
suhu bumi kira-kira  2
0
 C dari suhu global saat ini( 
Vergara J. et al., 2012, Walsh C., 2017 ). Menurut 
IMO, kontribusi emisi  karbon dioksida (CO2) 
terhadap pemanasan global dari kapal yang 
dioperasikan di seluruh dunia  sebesar 2,7 hingga 3,3% 
dari total emisi global. Menurut Prof. John Carlton dari 
Marine Engineering Universitas London,  kontainer 
dengan bobot 12500 TEU dengan laju 25 knots yang 
berlayar dari pelabuhan Rotterdam menuju palabuhan 
di pantai timur Amerika Serikat (sejauh 3500 mil laut) 
membutuhkan bahan bakar minyak sebanyak 1550 ton 
setara dengan 2,2 kg uranium dengan pengayaan 3,5% 
(2,2 kg uraniun diperkaya setara dengan 1550 ton 
minyak). Bahan bakar dengan pengayaan 2,5% hingga 
5% dapat dioperasikan selama 5 hingga 7 tahun dengan 
kata lain  pergantian bahan bakar dilakukan setelah 
beroperasi 5 hingga 7 tahun tergantung tingkat 
pengkayaan bahan bakar yang digunakan. 
Beberapa kawasan laut di Eropa, seperti  di 
kawasan laut Baltik, laut bagian Utara, dan kanal 
Inggeris telah menerapkan area kendali emisi 
(Emission Control Area, ECA) pada tahun 2006 dan 
area kendali emisi SOx (SOx Emission Control Areas, 
SECAs) pada tahun 2007 terhadap kapal laut yang 
melintasi kawasan tersebut (McGill R. et al., 2013). 
Penerapan kendali emisi ini akan berdampak pada 
peningkatan biaya operasional kapal laut karena harus 
merubah spesifikasi mesin dan/atau bahan bakar yang 
umum digunakan selama ini. Kapal laut  yang 
menggunakan bahan bakar solar dengan emisi tinggi 
harus diganti dengan bahan bakar yang sesuai dengan 
standar, seperti bahan bakar gas, dan bahan bakar 
ramah lingkungan yang lainnya.  
Sesuai dengan kesepakatan Konferensi Perubahan 
Iklim PBB  Tahun 2007 yang diselenggarakan United 
Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCC)  di Bali, Indonesia turut serta berkontribusi 
untuk mengurangi pemanasan global yang diakibatkan 
oleh emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, Indonesia 
juga perlu mempertimbangkan penerapan area kendali 
emisi ini secara bijaksana. 
Salah satu kapal laut yang ramah lingkungan dan 
minim efek rumah kaca adalah kapal laut berpropulsi 
nuklir. Implementasi kapal laut berpropulsi nuklir telah 
lama dan banyak digunakan (700 unit kapal laut) 
khususnya digunakan untuk keperluan militer. Kapal 
laut berpropulsi nuklir telah terbukti keandalannya. 
Perkembangan implementasi energi nuklir untuk 
kapal laut berpropulsi nuklir khusus kepentingan sipil 
banyak mengalami rintangan karena berbagai faktor, 
seperti isu politik, ekonomi, asuransi kapal, 
keselamatan, keamanan nuklir, seifgard dan 
dekomisioningnya. Keandalan dan keselamatan 
operasional kapal berpropulsi nuklir telah teruji, baik 
yang digunakan untuk kapal militer maupun untuk 
kapal sipil (niaga). Sampai saat ini, belum ada laporan 
tentang kecelakaan parah terjadi pada kapal berpropulsi 
nuklir. 
Secara teknologi dan kemampuan operasional yang 
telah dilalui selama ini membuktikan bahwa energi 
nuklir sangat bermanfaat untuk mensuplai energi baik 
untuk energi listrik maupun untuk propulsi kapal laut. 
Untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap 
implementasi energi nuklir untuk maksud damai, maka 
faktor keselamatan, keamanan, seifgard dan keandalan 
operasionalnya perlu ditingkatkan. Regulasi dan 
standarisasi tinggi baik secara nasional maupun 
internasional harus diterapkan. Reaktor nuklir 
mengimplementasikan sistem pertahanan berlapis 
(defence in depth), sistem proteksi fisik dan sistem 
seifgard (Lumbanraja S.M. et al., 2016). Struktur kapal 
berpropulsi nuklir juga harus mampu untuk menahan 
tabrakan dari kapal lain, khususnya di bagian yang 
berdekatan dengan ruang reaktor nuklirnya (Akita, et 
al., 1971). 
Selain dari aspek keselamatan, keamanan dan 
seifgard,  dari kapal juga perlu dipertimbangkan aspek 
aspek komersialnya. Oleh karena itu, propulsi kapal 
perlu mempertimbangan jenis teknologi nuklir yang 
paling tepat diimplementasikan dari berbagai jenis 
teknologi nuklir yang tersedia. Aspek berat dan volume 
ruang merupakan aspek yang sangat dipertimbangkan 
pada teknologi kapal laut, khususnya untuk kapal 
niaga. Semakin ringan beban kosong dan semakin luas 
ruang yang tersedia untuk keperluan komersial akan 
berdampak pada tingkat keekonomian kapal tersebut. 
Reaktor maju berdaya kecil dan modular 
merupakan reaktor masa depan yang sesuai untuk kapal 
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laut. PWR merupakan teknologi yang sesuai untuk 
kapal niaga karena volume ruang dan beratnya lebih 
kecil daripada jenis reaktor lainnya dengan daya yang 
sama. Reaktor maju mempunyai sistem keselamatan 
inheren dan sistem keselamatan pasif yang dapat 
meminimalisir dampak radiasi nuklir jika terjadi 
kecelakaan. Tabel 3 menunjukkan beberapa teknologi 
reaktor maju yang ditawarkan untuk propulsi kapal 
niaga.  
Tabel 3. Desain Teknologi Nuklir Daya Kecil 





KLT-40 OKBM Rusia 35 
VBER-150 OKMB-Rusia 110 
SMART Kaeri-Korsel 100 
MRX Jaeri-Jepang 30 
mPower B-W-Amerika 125 
NuScale NuScale Power-Amerika 45 
Phobia masyarakat juga menjadi isu utama yang 
diperankan para politisi dan lembaga masyaraktat anti 
nuklir untuk merintangi pemanfaatan energi nuklir 
untuk kesejahteraan masyarakat. 
Internasional Maritim Organisation (IMO) 
merupakan organisasi kemaritiman yang bernaung di 
badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Organisasi 
ini telah mengadopsi regulasi keselamatan nuklir yang 
tertuang pada Resolution A.491(XII) tahun  1981 untuk 
kapal laut meskipun belum pernah diimplementasikan 
tapi tetap masih berlaku (Royal Academy Engineering, 
2013). Demikian juga dengan Lloyd's Register baru 
merevisi regulasi (provisional rules) untuk kapal 
dagang berpropulsi nuklir.  Pada regulasi yang 
diterbitkan oleh IAEA tidak secara spesifik mengatur 
implementasi energi nuklir untuk bidang-bidang 
tertentu saja tetapi regulasi yang berlaku secara umum. 
Regulasi ini diadopsi oleh IMO yang disesuaikan 
dengan kondisi kemaritiman setiap negara. Menurut 
legiaslasi Indonesia yaitu melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perijinan Instalasi Nuklir 
dan Pemanfaatan Bahan Nuklir menyatakan bahwa 
tapak instalasi nuklir berada di darat. Oleh karena itu,  
operasional kapal berpropulsi nuklir belum secara 
spesifik diatur di Indonesia. Setiap negara mempunyai 
aturan sendiri terhadap operasional kapal laut 
berpropulsi nuklir sehingga sangat berpotensi tidak 
diperkenankan beroperasi di kawasan laut Negara 
tersebut. Pelayaran kapal ini harus mendapat izin 
khusus ketika akan melalui perairan negara yang 
dilayarinya. 
Perusahaan pelayaran umumnya dapat menyewakan 
atau menjual kapal mereka ke pemilik lain jika 
diperlukan perusahaan tersebut tanpa ada kendala. 
Sedangkan untuk kapal berbahan bakar nuklir tidak 
mudah untuk disewakan atau dijual ke pemilik lain 
karena adanya peraturan yang sangat ketat tentang 
kepemilikan bahan nuklir. Hal ini dilakukan untuk 
mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab, seperti kelompok teroris. 
Menurut Convention on Liability of Operators of 
Nuclear Ships pada Konferensi Hukum Laut tahun 
1962 di Brussels menyatakan bahwa total liabilitas per 
orang untuk kecelakaan nuklir dibatasi kira-kita US$ 
100 juta (Kalmanson A.G., 1975). Energi nuklir telah 
dikenal sebagai sumber energi alternatif yang paling 
berkelanjutan untuk perkapalan,  kemudian gas alam 
cair (LNG) dan energi angin (Ren J., 2017 ).  
Kapal berbahan bakar nuklir akan lebih ekonomis 
jika kapal beroperasi dalam jangka waktu yang lama 
karena bahan bakar nuklir tetap akan terpakai 
walaupun kapal berhenti total. Sedangkan kapal 
berbahan bakar minyak akan tidak terpakai jika kapal 
tidak beroperasi. Kapal berbahan bakar nuklir sangat 
cocok sebagai kapal kargo atau penjaga pantai dengan 
waktu berlayar yang cukup panjang, seperti 
ditunjukkan pada Gambar 5. 
 
Gambar 5. Analisis biaya bahan bakar nuklir dan 
minyak (Royal Academy Engineering, 
2013). 




Diesel  teknologi lebih mudah 
dipahami 
 SDM cukup tersedia 
untuk semua tingkatan 
 maintenance tersedia 
di banyak negara 
 penerimaan 
masyarakat tinggi 
 emisi gas 
rumah kaca 
tinggi 
 biaya bahan 
bakar tinggi 
Nuklir  emisi gas rumah kaca 
hampir nol 
 biaya bahan bakar 
rendah 












Garis pantai dan luas wilayah laut Indonesia yang 
sangat besar merupakan salah satu kendala untuk 
mengawasi dan/atau memanfaatkannya secara 
maksimal selama ini karena teknologi kapal yang kita 
gunakan adalah kapal berbahan bakar minyak dengan 
daya jelajah terbatas. Oleh karena itu, kapal berpropulsi 
nuklir merupakan salah satu solusi alternatif ideal bagi 
negara Indonesia untuk meningkatkan kedaulatan 
wilayah Nusantara dari oknum-oknum yang tidak 
bertanggungjawab. Perompakan kapal niaga yang 
sering terjadi di dunia pelayaran, khusus di wialayah 
laut jazirah Arab dan Selat Malaka akan menimbulkan 
kekuatiran masyarakat terhadap keamanan kapal jenis 
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ini. Persoalan utama adalah jika kapal ini dirompak 
oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (kelompok 
teroris) akan menjadi sangat berbahaya karena dapat 
disalahgunakan untuk tujuan-tujuan jahat. Keamanan 
jalur pelayaran merupakan salah satu unsur utama yang 
perlu dikaji dan dievaluasi sebelum kita 
mengoperasikan kapal berpropulsi nuklir. 
KESIMPULAN 
Kapal laut berpropulsi nuklir layak untuk pelayaran 
jarak jauh dan waktu lama (lebih dari 5 tahun tanpa 
mengisi bahan bakar) tergantung tingkat 
pengayaannya, serta dapat mengurangi efek rumah 
kaca, tetapi jalur pelayaran antar negara masih sangat 
terbatas karena sangat tergantung pada kesepakatan 
antar negara yang akan dilalui kapal berpropulsi nuklir 
ini. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perijinan Instalasi Nuklir dan 
Pemanfaatan Bahan Nuklir belum mengatur tentang 
operasi kapal berpropulsi nuklir beroperasi di 
Indonesia. Kapal berbahan bakar nuklir akan lebih 
ekonomis jika dioperasikan dengan jangka waktu yang 
lama karena bahan bakar nuklir akan tetap terbakar 
walaupun kapal dalam keadaan berhenti total. Kondisi 
geografis laut Indonesia yang sangat luas 
membutuhkan kapal laut dengan jarak jelajah besar 
sehingga kapal berpropulsi nuklir  layak 
dipertimbangkan sebagai salah satu solusi alternatif.  
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